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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH 

DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU 

 

Oleh: 

 

TETTY SALMIAH BR PASARIBU 

NIM: 1177520070 

 

Implementasi program bimbingan perkawinan pranikah adalah salah satu 

program Nasional dibawah Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang dimana 

tujuan dari program ini adalah untuk memberikan arahan dan edukasi kepada 

calon pengantin(catin) yang akan berumahtangga. Penelitian ini dilaksanakan di 

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, adapun tujuan dari penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dalam proses bimbingan 

perkawinan pranikah di kantor kementerian agama kota pekanbaru,dan untuk 

mengetahui apa saja hambatan dalam mengikuti program bimbingan perkawinan 

pranikah di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini 

metode yang digunakaan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ini menggunakan teknik 

perposive sampling dan snowball sampling. Hasil dari penelitian ini yaitu 

Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah belum berjalan efektif, 

dikrenakan dari 4 indikator dalam indikator komunikasi belum terlaksana dengan 

efektif.  

.  

 

Keyword:  Implementasi, Kebijakan Publik, Program Bimbingan 

Perkawinan Pranikah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang 

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan 

umat manusia, ikatan lahir dan batin antar wanita dan pria yang punya tujuam 

untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ke Tuhanan 

Yang Maha Esa. Pernikahan tidak sekedar keinginan seorang saja, tetapi ada 

ikatan ibadah dalam sebuah pernikahan, agar pernikahan terbentuk dengan baik 

maka agama menjadi landasan bagaimana sahnya sebuah pernikahan, dengan 

begitu pernikahan harus dijaga dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang 

menjadi tujuan pernikahan dalam islam yakni terwujudnya keluarga sakinah.  

Dalam ajaran Islam nikah adalah sunnah Nabi dan merupakan sebuah 

komitmen yang dipandang sakral oleh sebahagian masyarakat. Melalui lembaga 

pernikahan sepasang manusia, lelaki dan perempuan dipersatukan melalui Ijab- 

Qabul.  Ijab-Qabul dilakukan oleh calon suami dengan wali dari pihak perempuan 

yang merupakan perjanjian yang kokoh (mitsaqan ghalizan). Perjanjian yang 

kokoh ini adalah pernyataan komitmen yang harus dipegang teguh oleh sepasang 

anak Adam untuk hidup bersama sebagai suami-isteri.  

Menikah sebagai sesuatu yang bernilai sakral, kerena pernikahan bukan 

hanya sebuah legalitas formal semata tapi sebagai awal dalam pembentukan 

rumah tangga atau keluarga baru, dan lebih jauh dari itu yaitu pertanggung 

jawaban kelak di akhirat. Namun dalam kenyataannya ada sebahagian yang 

menganggap pernikahan sebagai peristiwa yang biasa. 

 

1 
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Tujuan perkawinan yang saat ini masi sulit dicapai dan diwujudkan oleh 

pasangan suami isteri yaitu kurangnya pengetahuan wawasan dan pemahaman 

tentang hakikat perkawinan, arti dan makna suatu perkawinan, tugas dan 

kewajiban masing-masing. Banyaknya pasangan suami isteri yang tidak mampu 

menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi didalam kehidupan rumah tangga, 

dari perselisihan, perselingkuhan, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah 

tangga (KDRT), yang  berakhir dengan percerain, perceraian memang halal 

dilakukan tapi sangat di benci Allah Swt.  

Tabel 1.1 

Angka pernikahan pada tahun 2018-2019  

No  Tahun Pernikahan 

Jumlah  

1 2018 7000 

2 2019 6784 

Jumlah 13.784 
Sumber: Secretariat BP4 Kemenag Kota Pekanbaru dan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat peristiwa pernikahan yang ada di Kota 

Pekanbaru tergolong sangat tinggi hingga mencapai 13.784 orang dalam dua 

tahun terakhir, tingginya angka pernikahan membuat ketakutan pemerintah 

terhadap kehidupan berumahtangga dalam masyarakayangdimana ketika 

masyarakat tidak bisa memahami makna kehidupan dan tujuan dalam penikahan 

akan dengan mudahnya saja untuk bercerai.  

Tabel 1.2 

Angka perceraian pada tahun 2018-2019  

No  Tahun Perceraian  

Jumlah  

1 2018 3.767 

2 2019 3.304 

Jumlah 7.071 

Sumber: Pengadilan Agama Kota Pekanbaru 
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Dari tabel diatas dapat dikatakan tingginya angka perceraian yang ada 

diKota Pekanbaru pada tahun 2017-2018 sangan tinggi hingga mencapai 6. , 

dimana sebagian permasalahan yang terjadi salah satunya dikarenakan kondisi 

ekonomi yang tidak memadai, maka dalam kejadian ini pihak pemerintah 

Kementerian Agama khususnya dibidang bimbingan masyarakat islam 

menerapkan peraturan tahun 2018 Dirjen Bimas Islam kembali mengeluarkan 

keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk 

pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah, Progam bimbingan perkawinan 

pranikah ini merupakan kegiatan yang juga  dilakukan oleh  mitra kementerian 

Agama Kota Pekanbaru, sebelumnya masyarakat yang ingin melaksanakan 

pernikahn tidak perlu mengikuti bimbingan ini tetapi pasangan akan diarahkan 

kekantor BP4 untuk diberikan arahan tentang pernikahan.  

Setelah diberlakukannya mengeluarkan keputusan Dirjen Bimas Islam 

nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan 

pranikahan membuat masyarakat harus mengikuti pelaksanaan tersebut, 

masyarakatan tidak hanya dapat mengikuti bimbingan perkawinan pranikah ini di 

kantor kementerian agama kota Pekanbaru tetapi masyarakat juga bisa 

mengikutinya di lima tempat yang berbeda yaitu, di BP 4 Provinsi, BP4 Kota,  RS 

Zainab,dan Aisyiah Pekanbaru.  

Setelah Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 379 tahun 2018 Kementerian 

Agama Kota Pekanbaru mulai melakukan program bimbingan pranikah yang 

diterapkan pada awal tahun 2019 yang dilaksanakan di Kantor Kementerian 

Agama Kota Pekanbaru dan pada peraturan ini dicantumkan adanya pendanaan 
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yang berasal dari anggaran yang bersumber dari DIPA Kementerian Agama Kota 

Pekanbaru. 

Pada proses pelaksanaan nya setiap tahunnya  melaksanakan  12 kali 

program bimbingan perkawinan pranikah dalam satu tahun, dan  pada setiap 

pelaksanaannya  15 KUA di setiap kecamatan yang ada di Kota Pekabaru wajib 

mengirimkan masing-masing utusan atau perwakilan dari 15 Kecamatan tersebut. 

Dan disetiap pelaksanaanya terdapat 15-30 pasang yang mengikuti program 

bimbingan perkawinan pranikah tersebut, setiap pelaksanaan bimbingan 

perkawinan pranikah ini memakan waktu 2 hari lamanya yang dilakuan disaat jam 

kerja Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Riau.  

Maka calon pengantin perempuan dan laki-laki, atau remaja usia nikah yang 

telah memenuhi persyarat yaitu, mengisi formulir di Kantor Agama Kota 

Pekanbaru lalu melengkapi persyaratannya seperti kartu keluarga kedua pasangan, 

pas foto berlatarkan biru, dan ktp masing masing calon. Dengan terlengkapinya 

semua persyaratan tersebut maka calon pengantin dapatmengikuti proses 

bimbingan perkawinan pranikah tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan. 

Berikut adalah data pelaksanaan program bimbingan perkawinan pranikah di 

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.  
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Tabel 1.3 

Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah 

No Bulan 
2019 2020 

Jumlah 

1 Januari - - 

2 Februari - 120 

3 Maret - 90 

4 April - - 

5 Mei - - 

6 Juni - - 

7 Juli 180 - 

8 Agustus 240 90 

9 September 240 90 

10 Oktober 240 - 

11 November - - 

12 Desember - - 

Jumlah 900 orang 390 orang 

Sumber: Kemenag Kota Pekanbaru  

Berdasarkan peraturan dirjen bimas islam no 379 dimana peserta wajib 

mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama 

serta organisasi keagamaan Islam yang memiliki akreditasi dari Kementrian 

Agama, sebagai syarat wajib untuk memenuhi berkas pendaftaran pernikahan di 

KUA. Setelah mengikuti bimbingan perkawinan, dari pihak kementerian agama 

akan memberikan sertifikat yang digunakan sebagai syarat pencatatan pernikahan, 

dengan ini maka bimbingan perkawinan wajib diikuti oleh para calon pengantin 

dikarenakan sertifikat dari bimbingan perkawinan tersebut merupakan syarat 

perkawinan yang nantinya akan dilampirkan pada pencatatan 

pernikahan.bimbingan perkawinan. Dari kegiatan ini ketika pasangan yang 

mendafatar tidak berkenan hadir maka pasangan tersebut tetap bisa 

melangsungkan pernikah tersebut,  dikarenakan belum ada sangsi yang jelas akan 

tetapi pihak KUA harus memberikan juga arahan tentang pernikahan. 
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Adapun permasalahan yang ada pada penelitian ini yaitu kurangnya 

sosialisasi terkait dengan program bimbingan perkawinan pranikah kepada calon 

pengantin (catin) sehingga membuat minimnya pengetahuan calon 

pengantin(catin) terhadap program ini. 

Dimana bimbingan perkawinan pranikah ini sangat penting dilakukan 

karena calon pengantin sangat memerlukan pengetahuan-pengetahuan untuk 

mengoreksi dan mengaplikasikan dala kehidupan ketika berumahtangga, jika 

calon pengantiin (catin) tidak mengikuti bimbingan perkawinan pranikah ini maka 

akan kurangnya pengetahuan calon pengantin (catin) dalam membangun 

kehidupan berumahtangga, dan  kurangnya pengetahuan tersebut dapat 

menyebabkan perceraian, kekerasan berumahtangga, dan lain-lain 

Adapun penghambat yang membuat program bimbingan perkawinan 

pranikah tidak berjalan dengan baik yaitu dikarenakan waktu pelaksanaan yang 

dilakukan dihari kerja sehingga tidak hadirnya calon pasangan suami isteri yang 

beralasan sibuk bekerja. Dari permasalahan yang dikemukan diatas,penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap permasalahan ini yang berjudul : 

“IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN 

PRANIKAH PADA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KOTA 

PEKANBARU.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang diungkap pada latar belakang, maka 

penulis dalam penelitian merumuskan masalah adalah sebagai berikut: 
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1.  Bagaimana pelaksanaan program bimbingan masyarakat islam dalam 

pelaksanaan Program Bimimbingan Pranikah Di Kantor Kementerian 

Agama Kota Pekanbaru?  

2.  Apa hambatan dalam pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan 

Pranikah Di Kantor Kementrian Agama Kota Pekanbaru? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Pada umumnya suatu peneliian bertujuan untuk untuk menentukan,menguci, 

dan mengembangkan suatu pengetahuan, dengan demikian penelitian yang akan 

penulis lakukan bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dalam proses Bimbingan 

Pranikah Dikantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam mengikuti program 

Bimbingan Perkawinan Pranikah Dikantor Kementerian Agama Kota 

Pekanbaru. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari pada penelitian yang akan saya lakukan ini adalah: 

1. Bagi Peneliti 

Untuk menambah pengetahu an sebagi bekal dalam menerapkan ilmu 

yang telah diperoleh dibangku kuliah dalam dunia kerja yang 

sesuangguhnya 

2. Bagi Objek Penelitian 

Sebagai bahan masukan dan tambahan bagi pihak kantor untuk 
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memperbaikdaftarii kearah yang lebih baik lagi 

3. Bagi Objek Pustaka 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan bagi penulis 

selanjutnya untuk meneliti masalah yang sama dan menjadi refrensi 

bacaan bagi semua pihak yang membutuhkan. 

 

1.5 Sistematika Penelitian  

Dalam penelitian ini adapun sistematika pembahaan secara keseluruhan 

yaitu sebagi berikut: 

1. BAB I:   Pendahuluan 

   Pada Bab I ini berisikan tentang, latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sitematika 

penelitian. 

2. BAB II:  Landasan Teori 

   Pada bab II ini memuat landasan teori teori yang berhubungan 

dengan masalah masalah yang akan dibahas, teori yang 

diangkat. 

3. BAB III: Metode Penelitian 

   Pada bab ini berisikan tempat dan waktu penelitian, jenis dan 

sumber data, metode pengambilan sampel, metode pengumpulan 

data, dan metode analisa.  

4. BAB VI : Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

   Pada bab ini peneliti menjelaskan gambaran umum mengenai 

objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakkannya 
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penelitian, seperti lokasi penelitian, kateristik dan struktur 

organisasi. 

5. BAB V:  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

   Pada bab ini menjelaskan dan memparkan uraian tentang hasil 

penelitian. 

6. BAB VI:  Penutup  

   Pada bab ini berisikesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh peneliti. 
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BAB II 

KERANGKA TEORI  

 

2.1 Implementasi Kebijakan  

Pengertian Implementasi pelaksanaan atau implementasi, dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. 

Implementasi salah satu tahap penting dalam siklus kebijakan publik adalah 

implementasi kebijakan. Tahap implementasi kebijakan begitu penting karena 

kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik 

dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu 

kebijakan dilkasanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu 

sendiri.  

Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan 

dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam 

rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut 

dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut 

mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi 

dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah 

Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, 

menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di 

dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang 

bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana 

mengantarkan kebijakan secara langsung kemasyarakat. 
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Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang 

terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, 

kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible 

output). Van Meter dan Van Horn dalam (Budi Winarno, 2014; 150) 

mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan 

baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompokkelompok 

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuantujuan yang telah 

digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. George C. Edwards dalam (Budi 

Winarno, 2014; 177) mendefenisikan implementasi kebijakan adalah salah satu 

tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-

konsekuensi kehidupan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.  

Berdasarkan beberapa defenisi yang disampaikan para ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kebijakan atau usaha yang 

dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil 

yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan. Implementasi 

kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur 

kebijakan, karena melalui prosedur. Prosedur kebijakan secara keseluruhan dapat 

dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.  

Kebijakan-kebijakan hanya sekedar berupa impian atau rencana bagus yang 

tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Setelah kebijakan 

diimplementasikan untuk mengetahui sejauh mana perkembangannya makan 

perlu dievaluasi. Istilah evaluasi mempunyai arti berhubungan, masing-masing 

menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan 
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program. Menurut Budi Winarno (2014 : 33) evaluasi dapat diartikan sejauh mana 

kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan.  

Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh 

karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar 

untuk menilai apakan kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. 

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa evaluasi merupakan penilaian sejauh 

mana keberhasilan suatu program yang telah dijalankan. 

2.1.1 Teori-Teori Implementasi  

Ada beberapa teori implementasi di antaranya model implementasi oleh 

Goerge C. Edward III Model implementasi kebijakan yang berspektif top down 

yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model 

implementasi kebijakan publiknya denganDirect and Indirect Impact on 

Implementation. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang 

mempengaruhi keberhasilan impelementasi suatu kebijakan, yaitu :  

1. Komunikasi 

Menurut Agustino (2006:157) komunikasi merupakan salah-satu 

variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, 

komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari 

implementasi kebijakan publik”. Implementasi yang efektif akan 

terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang 

akan mereka kerjakan. Infromasi yang diketahui para pengambil 

keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat 

tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengkur keberhasilan 
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variabel komunikasi. Edward III dalam Agustino (2006:157-158) 

mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu: 

a. Transmisi Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan 

suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam 

penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian 

(miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang 

harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan 

terdirtorsi di tengah jalan. yang diterima oleh pelaksana kebijakan 

(street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak /mendua. 

b. Konsistensi membingungkan atau tidak ambigu. Perintah yang 

diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan 

jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan 

sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi 

pelaksana di lapangan. 

c. Kejelasan Komunikasi Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang 

dirangkum dalam Winarno (2005:127) Terdapat beberapa hambatan 

umum yang biasa terjadi dalam transmisi komunikasi yaitu: 

1. Terdapat pertentangan antara pelaksana kebijakan dengan 

perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Pertentangan 

seperti ini akan mengakibatkan distorsi dan hambatan yang 

langsung dalam komunikasi kebijakan. 
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2. Informasi yang disampaikan melalui berlapis-lapis hierarki 

birokrasi. Distorsi komunikasi dapat terjadi karena panjangnya 

rantai informasi yang dapat mengakibatkan bias informasi. 

3. Masalah penangkapan informasi juga diakibatkan oleh persepsi 

dan ketidakmampuan para pelaksana dalam memahami 

persyaratan- persyaratan suatu kebijakan. 

Menurut Winarno (2005:128) Faktor-faktor yang mendorong 

ketidak jelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya 

karena kompleksitas kebijakan, kurangnya konsensus mengenai tujuan-

tujuan kebijakan publik, adanya masalah-masalah dalam memulai 

kebijakan yang baru serta adanya kecenderungan menghindari 

pertanggungjawaban kebijakan. 

Proses implementasi kebijakan terdiri dari berbagai aktor yang 

terlibat mulai dari manajemen puncak sampai pada birokrasi tingkat 

bawah. Komunikasi yang efektif menuntut proses pengorganisasian 

komunikasi yang jelas ke semua tahap tadi. Jika terdapat pertentangan 

dari pelaksana, maka kebijakan tersebut akan diabaikan dan terdistorsi. 

Winarno (2005:129) menyimpulkan bahwa semakin banyak lapisan atau 

aktor pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan, semakin 

besar kemungkinan hambatan dan distorsi yang dihadapi”. 

Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan 

dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik 

pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka 
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semakin tinggi probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara 

benar. Dalam kejelasan informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk 

mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar 

kepentingan sendiri dengan cara mengintrepetasikan informasi 

berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri.  

Cara untuk mengantisipasi tindakan tersebut adalah dengan 

membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas mengenai persyaratan, 

tujuan, menghilangkan pilihan dari multi intrepetasi, melaksanakan 

prosedur dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan secara terinci. 

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan 

oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan 

mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan 

publik. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses 

komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi 

kebijakan. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan untuk 

menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat 

berperan. 

2. Sumber Daya 

Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai 

suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan 

teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau 

pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang 

merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke 
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dalam output. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan 

kemampuan transformasi dari organisasi (Tachjan, 2006:135). 

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158) sumberdaya 

merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. 

Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana 

sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari: 

a. Staf 

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah 

staf atau pegawai (street-level bureaucrats). Kegagalan yang sering 

terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh 

staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak 

kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan 

implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan 

implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf 

dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan 

kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan. 

b. Informasi 

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua 

bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara 

melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan 

dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang 

telah ditetapkan. 
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c. Wewenang 

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar 

perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan 

otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan 

kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak 

ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak 

dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan 

publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal 

tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas 

kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan 

dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan 

menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana 

demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya. Fasilitas fisik 

merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. 

Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel 

dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan 

prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan 

berhasil. 

3. Disposisi 

Menurut Edward III dalam Wianrno (2005:142-143) 

kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor 

yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang 

efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif 
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atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat 

kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai 

dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana 

bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena 

konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi 

kendala yang serius. 

Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang 

dikemukakan Edward III tentang ”zona ketidakacuhan” dimana para 

pelaksana kebijakan melalui keleluasaanya (diskresi) dengan cara yang 

halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, 

menunda dan tindakan penghambatan lainnya. Faktor-faktor yang menjadi 

perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159) mengenai disposisi 

dalam implementasi kebijakan terdiri dari: 

a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan 

menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi 

kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang 

diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, 

pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah 

orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah 

ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat. 

b. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk 

mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan 

memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan 
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kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para 

pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. 

Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan 

menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan 

perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi 

kepentingan pribadi atau organisasi. 

4. Struktur Birokrasi 

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan 

secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi 

tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-

organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam 

kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu 

kebijakan tertentu. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149) 

mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan 

terhadap birokrasi, yaitu: 

a. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-

keperluan publik (public affair). 

b. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi 

kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda 

dalam setiap hierarkinya. 

c. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda. 

d. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas. 
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e. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu 

jarang ditemukan birokrasi yang mati. 

f. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh 

dari pihak luar. 

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya 

kerjasama banyak pihak. Ketika strukur birokrasi tidak kondusif terhadap 

implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan 

dan menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan. Berdasakan penjelasan di atas, 

maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk 

mengkaji implementasi kebijakan publik.  

Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik 

utama dari birokrasi yakni: ”Standard Operational Procedure (SOP) dan 

fragmentasi”.”Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan 

dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan 

penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. (Winarno, 

2005:150). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk 

menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. 

Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu 

yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan 

pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat 

menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan 

peraturan. SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi 

kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil 
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baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar 

kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu 

organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. 

Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP 

juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur 

perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat 

fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada 

birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini. 

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan 

kebijakan adalah fragmentasi. Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan 

bahwa ”fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan 

kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Pada 

umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan 

kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. 

Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak 

lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan 

bagi keberhasilan implementasi kebijakan. 

Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fregmentasi birokrasi 

berhubungan dengan implementasi kebijakan publik (Winarno, 2005:153). 

Pertama, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena 

terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda- 

beda. Di samping itu, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas 

atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan 
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dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk. Kedua, pandangan yang sempit 

dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan 

mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan 

berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemumgkinan akan menentang 

kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan. 

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94) ada tiga 

kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni 

karakteristik dari masalah (tractability of the problems), karakteristik 

kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation) dan 

variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation). Menurut 

Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada lima variabel yang 

mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, 

sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik 

agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.  

Berbagai model dan teori oleh pakar telah dikembangkan untuk 

pembahasan tentang implementasi kebijakan Negara baik yang bersifat abstrak 

maupun relatif operasional tergantung pada kompleksitas permasalahan yang akan 

dikaji. Sebagai pedoman bahwa semakin kompleks permasalahan kenijakan maka 

semakin mendalam analaisis yang dilakukan dan semakin diperlukan teori yang 

mampu memperjelas hubungan kualitas antara vaeiabel yang menjadi fokus. 

Maka dapat dilihat dari berbagai model impleentasi kebijakan, Van Meter dan 

Van Horn dalam Winarno (2002:109:124) mengajukan model mengenai proses 

implementasi kebijakan. Dalam model ini Van Meter dan Van Horn mendasarkan 
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pada argument bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan 

dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan, laluu ditegaskan dengan 

perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep yang 

sangat penting dalam prossedur implementasi. 

Dalam model pendekatan kebijakan top down (model Rasional) Van Meter 

dan Van Horn memangdang implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan 

yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah 

atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan tujuan yang telah 

digambarkan dalam keputusan kebijkan, keudian Van Meter dan Van Horn 

menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu 

kebijakan dengan prestasi kerja. Van Meter dan Van Horn mengata bahwa 

perubaha, pengendalian, dan keputusan bertindak merupakan konsep –konsep 

penting dalam prosedur implementasi. 

Van Meter dan Van Horn mengembangkan model proses implementasi 

kebijakan yang dijelaskan dalam Winarno (2002:109:124) bahwa keberhasilan 

untuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana agar bersedia 

memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai 

sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. 

Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya actor atau 

unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi 

dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual 

maupun variabel organisasional, dan masing- masing variabel pengaruh tersebut 

juga saling berinteraksi satu sama lain. 
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Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah 

membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan 

melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang 

berkepentingan. Studi implementasi kebijakan dibagi ke dalam tiga generasi 

dengan fokus kajian dan para penganjurnya. Generasi pertama diwakili oleh studi 

Pressman dan Wildavsky yang terfokus pada bagaimana keputusan otoritas 

tunggal dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. 

Hasilnya memberi pengakuan sifat atau kakikat implementasi yang 

kompleks, generasi kedua terfokus pada deteminan keberhasilan implementasi 

kebijakan, model konseptual model proses implementasi dikembangkan dan diuji 

pada berbagai area yang berbeda. Dua pendekatan yang mendominasi adalah 

pendekatan top- down dan pendekatan bottom-down. Kerangka kerja teoritik 

berangkat dari kebijakan itu sendiri dimana tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan. 

Di sini proses implementasi bermula. 

Proses implementasi akan berbeda tergantung pada sifat kebijakan yang 

dilaksanakan. macam keputusan yang berbeda akan menunjukkan karakteristik, 

struktur dan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan 

sehingga proses implementasi akan mengalami perbedaan. Van Meter dan Van 

Horn dalam Winarno (2005), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut 

karakteristik yang berbeda yakni: jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana 

konsensus menyangkut tujuan antara pemerentah serta dalam proses implementasi 

berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting 

setidaknya dalam dua hal: 
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a. Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan 

menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, 

perubahan – perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan 

tanggapan positif daripada perubahan-perubahan derastis (rasional), 

seperti tela dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang 

didasarkan pada pembuatan keputusa secara inkremental pada dasarnya 

merupakan remidial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan 

terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada 

mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda 

dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih 

berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang 

terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat 

kebujakan akan sangat besar. 

b. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi 

yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi 

jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakaukan progenisasi secara 

derastis. Kegagalan program – program sosial banyak berasal dari 

meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan 

prosedur-prosedur administratif yang ada. 

 

2.2 Kebijakan Publik  

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukan 

perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun 

lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada 
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dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian 

mengenai kebijakan. Kebijakan merupakan jenis tindakan Administrasi Negara 

berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk 

menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan undang-undang. 

Kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunaakan dalam kaitannya 

dengan tindakan-tidakan atau kegiatan-kegiatan penerimaan serta perilaku negara 

pada umumnya, dalam kaitannya inilah mudah dipahami apabila suatu kebijakn 

itu memiliki acap kapi diberi kan makna sebagai tindakan politik.  Makna dari 

kebijakan sebagaimana yang dikemukan oleh ilmuan politik friederich dalam 

Wahab (2002:13) yang mengakatan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang 

mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok,atau pemerintah 

dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adaya hambatan hambatan tertentu 

secaraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan 

sasaran yang diinginkan. 

Kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan 

praktek yang terarah. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai susunan 

rancangan tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan program-program 

pemerintah yang berhubungan erat dengan masalah-masalah tertentu yang 

dihadapi masyarakat. Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah 

untuk dilakukan atau tidak dilakukan, juga masalah yang komplek yang 

dinyatakan dan dilaksanakan oleh pemerintah. 

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk 

mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Prewit (1973) 



27 
 

 

kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku 

konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinnya. 

Sedangkan menurut Titmuss (1974) kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang 

mengatur tindakanyang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu.Kebijakan 

menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (problem-oriented) dan 

berorientasi kepada tindakan (action-oriented).Dengan demikian dapat dinyatakan 

bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk 

mengarahkan cara-cara bertindak yang di buat secara terencana dan konsisten 

dalam mencapai tujuan tertentu. 

Pemerintah merupakan organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi 

sangat kompleks, yang mana selain berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan 

umum terhadap masyarakat juga menjalankan fugsi pemberdayaan dan 

pembagunan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas dan 

fungsi pemerintah ini sangat menentukan tercapainya keadilan dan kesejahteraan 

rakyat secara merata.  

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk 

menguraikan pengambilan keputusan. Menurut Thomas R.Dye (Edi 

Suharto,2005:44) Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah 

untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah 

memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan (objeknya) dan 

kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata- mata 

merupakan pernyataan keinginan pemrintah atau pejabat pemerintah saja.hal ini 

disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan 
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mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang 

dilakukan oleh pemerintah.  

Menurut Tangkilisan (2008;3) kebijakan dapat dikatakan rumusan 

keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi 

masalah publik yang yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan 

dilaksanakan secara jelas. Menurut William N. Dunn mengatakan bahwa 

kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan 

yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah. Definisi kebijakan publik 

diatas dapat dikatakan bahwa: (1) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang 

berupa tindakan- tindakan pemerintah, (2) kebijakan publik harus berorientasi 

kepada kepentingan publik, dan (3) kebijakan publik adalah tindakan pemilihan 

alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi 

kepentingan publik. 

Proses kebijakan dapat dipandang sebagai rangkaian kegiatan yang 

Menurut Nugroho (2004;85) bahwa kebijakan pemerintah/publik adalah 

keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk 

mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa 

transisi untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.Dari beberapa defenisi 

diatas kebijakan pemerintah sebagaiman di jelaskkan diatas maka dapat diambil 

suatu kesimpulan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan aturan untuk 

mencapai kesejahteran dan keadilan masyarakat. Oleh karena itu kebjakan harus 

mampu memecahkan permasalahan ataupun mampu memberikan keputusan yang 

terbaik, baik itu untuk pemerintah dan masyarakat.demikian juga dengan 
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kebijakan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang 

petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah, dalam mengurangi angka 

perceraian di Indonesia.  

2.2.1 Tahap- Tahap Kebijakan Publik  

Pembuatan kebijakan publik terjadi melalui proses yang kompleks karena 

melibatkan banyak proses dan tahapan. Menurut Winarno (2007:32-37) 

menjelaskan tahapan-tahapan kebijakan publik sebagai berikut: 

a. Tahapan Penyusunan Agenda 

Dimana para pejabat yang dipilih atau diangkat menepatkan 

masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah itu 

berkompetisi terlebih dahulu agar dapat masuk kedalam agenda kebijakan. 

b. Tahap Formulasi Kebijakan 

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan, kemudian 

dibahas oeleh para m]pembuat kebijakan. Lalu masalah tersebut 

didefenisikan, kemudian dicaari pemecahan terbaik. Pemecahan masalah 

tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. 

c. Tahap Adaptasi Kebijakan  

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang di tawarkan oleh para 

perumus kebijakan, dan pada akhirnya salah satu kebijakan darialternatif 

tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consescus 

antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan. 
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d. Tahap Implementasi Kebijakan 

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, 

jika program tersebut tidak diimplmentasikan, maka program kebijakan 

tersebut diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus 

diimplementasikan, yaitu dilaksanakan oleh badan-badan administrasi 

maupun agen-agen pemerintah oleh unit-unit administrasi yang 

memobalisasi sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap 

implementasi kebijakan dapat dukungan dari pelaksana, namun beberapa 

yang lain mungkikan akan ditentang oleh para pelaksana kebijakan. 

e. Tahap Evaluasi Kebijakan 

Pada tahap ini, kebijakan yang dijalankan akan dinilai atau 

dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat apakah sudah 

mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat 

untuk meraih apa yang diinginkan, oleh karena itu ditentukan ukuran atau 

kreteria yang menjadi dasar untuk menilai pakah kebijakan publik telah 

mendapatkan dampak yang diinginkan. 

Pembuatan kebijakan publik melibatkan banyak proses maupun variabel 

yang  mempengaruhinya. Kerangka kerja kebijakan publik sangat ditentukan oleh 

variabel yang mempengaruhi satu kebijakn publik adalah sebagai 

berikut(subarsono,2005:15): 

1.  Tujuan yang hendak dicapai. 

2. Preferensi nilai yang perlu dipertimbangkan. 

3. Sumber daya yang mendukung kebijakan. 
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4. Kemapuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. 

5. Lingkungan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. 

6. Strategi yang digunakan.  

 

2.3 Program Bimbingan Perkawinan Pranikah  

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, baik pria 

maupun wanita yang memiliki pribadi yang baik dan berpendidikan yang 

memadai kepada seorang individu dari setiap  Kegiatan mengembangkan 

kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkanarah pandangnya sendiri, 

membuat pilihan sendiri dan membuat bebannya sendiri. Selain itu bantuan yang 

berarti bimbingan, harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:  

a. Adanya tujuan yang jelas untuk apa pertolongan yang diberikan. 

b. Berproses dan sistematis (melalui tahapan tertentu). 

c. Menggunakan berbagai cara atau pendekatan tertentu. 

d. Dilakukan oleh ahli (mempunyai pengetahuan tentang bimbingan). 

e. Dievaluasi untuk membantu dari pemberian bantuan. 

Dapat simpulkan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada 

individu atau kelompok dengan pengetahuan yang maksimal untuk mengarahkan 

dan mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya agar mampu mengatasi 

masalah, sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidup secara 

bertanggung jawab.  

Pengertian Bimbingan Pranikah Bimbingan pranikah adalah suatu proses 

pelayanan sosial (pelayanan sosial) berupa suatu bimbingan penasehatan, 

pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum pernikahan, agar 
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mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagian pernikahan dan kehidupan 

kekeluargaan. Bimbingan pranikah untuk membantu calon pengantin untuk 

menganalisis masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga 

mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah. 

Bimbingan pranikah merupakan upaya membantu calon suami istri oleh seorang 

konselor atau penasehat calon pengantin, agar menghargai, mengerti dan 

memberikan motivasi dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan seluruh 

keluarga.  

Program bimbingan perkawinan pranikah dalam Keputusan Dirjen Bimas 

Islam Nomor 379 Tahun 2018 adalah wujud nyatakesungguhan kementrian agama 

dalam memastikan pembangunan bangsa mellaui keharmonisan perkawinan yang 

ideal, mencangkup penyediaan sumber daya dan anggaran.  

Pelaksanaan program bimbingan perkawinan pranikah adalah salah satu 

program untuk mengurangi angka perceraian yang ada diIndonesia sesuai dengan  

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 menyatakan 

bahwa:“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam Keputusan Dirjen 

Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan 

Perkawinan Bagi Calon Pengantin dan peraturan sebelumnya yang tidak 

bertentangan dengan peraturan ini.  Peraturan- peraturan sebelumnya yakni 
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Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama 

Nomor DJ.  II / 491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin, Peraturan 

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.I / 542 Tahun 2013 

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Keputusan Direktur 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 27 2017 Tentang 

Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin  Keputusan 

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.  

2.3.1 Tujuan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah  

Bimbingan perkawinan pra nikah ini sebenarnya wajib dan penting karena 

kita akan diajar akan apakah tanggungjawab sebagai seorang suami atau isteri 

apabila sudah berumahtangga kelak, kita juga akan djajar bagaimanakah prosedur- 

prosedur yang perlu kita ikuti untuk mendapatkan kebenaran untuk menikah. 

a. Untuk memperbetulkan akidah 

Akidah sangat penting kepada setiap insani ia dapat menentukan 

sama ada individu tersebut muslim atau sebaliknya. Akidah yang kuat 

akan menjadikan seorang insani itu bertaqwa kepada Allah, ini 

menandakan perlakuan-perlakuan yang terpuji dan baik perhubungan 

dengan orang lain. Hal ini sangat penting bagi menjamin keutuhan 

perhubungan diantara suami istri. 

Manakala akidah yang lemah menjadikan seseorang itu tidak 

mempunyai peribadi yang kuat dan mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu 

dan bisikan syaitan.Memandangkan hal tersebut, pendidikan akidah 
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wajib ditekankan, oleh itu mereka juga perlu memahami perkara yang 

merosakkan akidah supaya mereka mengawal diri dari melakukan 

perkara yang boleh merosakkan akidah mereka. 

b. Untuk membentuk akhlak yang baik 

Akhlak merupakan suatu yang penting dalam pembentukan 

personalitas dan kepribadian muslim, Rasulullah SAW menekankan 

antara sebab utama baginda diutuskan ialah untuk memperbaiki dan 

membina akhlak, pribadi yang baik di kalangan keluarga, khususnya 

pasangan suami istri, adalah suatu tuntutan untuk melahirkan keluarga 

yang harmonis, bahagia, penuh kasih sayang, belas ihsan, lemah lembut, 

mantap dan cemerlang dalam pembinaan masyarakat yang penyanyang. 

Beberapa komponen yang menjelaskan kepribadian yang terpuji yaitu: 

Ketaqwaan, Bijaksana dan mempunyai hikmah, Mengawasi dan 

mengawal keinginan dan nafsu, Tegas, Pertimbangan yang adil dan 

Sabar. 

c. Untuk membina kepribadian  masyarakat 

Ibadah merupakan nilai Islam karena ia memainkan peranan yang 

berkesan dalam membina kepribadian dan memajukan masyarakat. 

Ibadah merupakan satu pertalian yang terus menerus di antara hamba 

dengan Allah.Ibadah merangkumi segala kegiatan manusia dari segala 

rohaniah dan jasmaniah, setiap Muslim boleh melaksanakan syiar ibadah 

pada masa ia menjalankan kegiatan- kegiatan dalam urusan kehidupan di 
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dunia. Menurut konsep Islam, yaitu hidup sepenuhnya untuk beribadah 

kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. 

d. Untuk Mencari Keturunan Yang Shalih 

Tujuan adanya pernikahan di antaranya ialah untuk melestarikan 

dan mengembangkan bani Adam, Allah berfirman : Artinya: “Allah telah 

menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan 

bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan 

memberimu rezeki yang baik-baik.  

Maka yang terpenting lagi dalam pernikahan bukan hanya sekadar 

memperoleh anak tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang 

berkualitas yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. 

Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan 

pendidikan Islam yang benar. Dapat disimpulkan bahwa tujuan 

bimbingan pranikah adalah membantu pasangan calon pengantin dalam 

mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang baik secara fisik 

maupun psikis. Selain itu, tujuan dari bimbingan pranikah ini adalah 

memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan 

semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masala hnya 

dengan baik. 

 

2.4 Pandangan Islam Tentang Perkawinan dan  Implementasi Kebijakan 

Perkawinan atau pernikahan adalah sebuah perkara memiliki banyak 

makna dan tujuan bagi manusia dan kemanusian itu sendiri kapan pun dimana pun 

serta oleh siapapun (Taufiq Sanusi, 2011; 5) . perkawinan menurut yang 
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disyariatkan islam mempunyai bebrapa aspek dan makna, diantaranya aspek 

ibadah, hukum dan sosia. Dari aspek ibadah, melaksanakan perkwinan berarti 

melaksankan sebagian darii ibadah yang berarti pula telah menyempurnakan 

sebagian dri agama. Adapun dalam makna fiqih (hukum). Nikah berarti sebuah 

akad atau perjanjian yang menghalalkan hubungan suami istri santar lakilaki dan 

perempuan, utnuk melanjutkan proses dan regenarasi dengan segala hak dan 

kewajiban yang terkandung didalamnya bagi keduanya. 

Perkawinan merupakan hal pendting dalam islam, islam memandang 

bahwa pernikahan merupakan sesuatu leluhur dan skral, bermakna ibadah, kepada 

Allah mengikuti sunnah Rasullulla dan dilaksanakan atas dasar keiklasan, 

tanggungjawab,dan mengikuti ketentuan ketentuan hukum yang harus diidahkan. 

Dalam undang undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 pasal 1, 

perkawinan ialah ikan lahir bati antara seseorang pria dengan wanita sebagi suami 

istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan pernikahan, sebagaimana 

difirmankan Allah SWTdalam surat Ar Rum ayat 21: 

ةً وَّ  ىَدَّ ا انَِيْهَا وَجَعَمَ بيََُْكُىْ يَّ َْفسُِكُىْ ازَْوَاجًا نِّتَسْكُُىُْٖٓ ٍْ اَ ٌْ خَهَقَ نَكُىْ يِّ ٖٓ اَ ٍْ اٰيٰتِه  ٍٍ نََِّىْوٍ وَيِ يٰ ٰ ََ  ََ نِ ٰٰ  ْْ ِِ ٌَّ تً ااِ ًَ ْْ رََ

 ٌَ  يَّتَفَكَّرُوْ

Artinya:  Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di 

antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 

berpikir. 
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Islam mendorong pernikahan dengan berbagai bentuk, Islam 

mengingatkan bahwa sesungguhnya menikah adalah termasuk sunnah para nabi 

dan petunjuk para rasul. Dianjurkannya calon pasangan pengantin untuk 

mengikuti bimbingan perkawinan ini sangatlah dianjurkan karena perlunya 

meningkatkan pengetahuan dan penertian penertian lainnya memalui bimbingan 

perkawinan pra nikah ini yang dibuat khusus untuk calon pasangan pengantin, 

untuk mengetahui bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan ajaran 

agama islam dan ketentuan hidup bermasyarakat. Dengan mempedomani ajaran 

islam serta kentuan bermasyarakat, dharapkan setiap anggtota keluarga mampu 

menciptakan stabilitas dalam rumah tangga yang penuh dengan ketetraman dan 

kedamaian. 

Defenisi implementasi dalam Agama Islam, yaitu suatu tindakan atau  kerja 

dengan tujuan merubah suatu kondisi untuk menjadi lebih baik. Hal ini sejalan 

dengan firman Allah dalam Surat Ar Ra‟ad ayat 11, yaitu sebagai beikut : 

ََ يغَُيِّرُ يَ   َ ٌَّ ٱللََّّ ِ ا إِ ٍْ أيَْرِ ٱللََّّ ٍْ خَهْفهِِۦ يَحْفَظىَُهَُۥ يِ ٍِ يدََيْهِ وَيِ ٍۢ بيَْ ٌٍ يِّ آٖ نَهُۥ يُعََِّبَٰ َٰ تَّىٰ يغَُيِّرُوا۟ يَا بِأََفسُِهِىْ ا وَإِ َْ ا بََِىْوٍ 

ءًا ِلَََ يَرَدَّ نَهُۥ ۚ  ُ بََِىْوٍ سُىٖٓ ٍ دُوَهِِۦ يٍِ وَالٍ أرَََادَ ٱللََّّ  وَيَا نَهىُ يِّ

Artinya:  Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas 

perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu 

kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu 

kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia (QS. Ar Ra‟ad : 11) 

 

Berdasarkan keterangan ayat di atas, maka sudah sepantasnya jika seseorang  

ingin merubah  keadaan atau kondisi maka harus dilakukan oleh dirinya sendiri 

dimana hal ini juga mengandung  pengertian bahwa dalam menuju perubahan 
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yang dimaksud tersebut harus melalui kerja nyata atau suatu usaha sebagai upaya 

dalam mencapai perubahan tersebut. Implementasi merupakan suatu usaha yang 

dilakukan untuk menuju perubahan tersebut, karena dengan adanya implementasi 

maka secara langsung adanya tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu 

tujuan. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu  

Penelitian ini akan dijelaskan beberapa peneliian terdahulu yang dapat 

dipakai sebagai bahan kajian yang berkaitan dengan yang akan peneliti yang 

sekarang penulis akan lakukan penelitian yaitu tentang bagaimana implementasi 

pelaksanaan prorgam  Bimbingan Perkawinan Pra Nikah tetapi beda wilayah dan 

instansinya. Sedangkan perbedaan focus dari penelitiian ini adalah focus terhadap 

bagai mana Implementasi Pelaskanaan Bimbingan Perkawinan Pra nikah di 

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 

 

Nama Penelitian Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan 

1.  Muhammad 

Rizal Jiwandono 

2019 (jurnal of 

familystudies.Vol 

3) 

Implementasi 

Kepdirjen 

Bimas No 881 

Tahun 2017 

Tentang 

Pedoman 

Penyelenggaran 

Bimbingan 

Perkawinan di 

Kemenag 

Banyuwangi. 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah pandangan 

kepala KUA dan 

Bimas Islam 

Kemenag 

Bayuwangi 

menyambut baik 

adanya Kepdirjen 

Bimas Islam no 

881 tahun 2017 ini 

dengan 

menyiapkan sarana 

beberapa 

Perbedaan 

dengan yang 

akan peneliti 

lakukan 

adalah 

mehilat 

apakah 

implementasi 

kebijakan 

Kepdirjen 

Bimas Islam 

no 881 tahun 

2017 ini 

apakah ada 
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narasumber yang 

sudah mendapat 

pelatihan, serta 

pedomankeluarga 

sakiknah.   

hambatan 

dan 

peluangnya 

 

2.  

Yudi Guntara  

2018 

(jurnal islamic 

communication 

and brodcasting). 

Vol 4,No.2 

Optimalisasi 

Komunikasi 

dalam 

Bimbingan Pra-

nikah di Kantor 

Urusan Agama 

Adapaun hasil dari 

penelitian ini 

adalah adanya 

faktor penghambat 

dan pendukung 

dalam menghadapi 

pelaksanaan 

bimbingan pra 

nikah di badan 

penasehat, 

pembinaan dan 

pelestarian 

perkawinan (BP4) 

kecamatan ujung 

berung baik dalam 

hal bimbingan 

maupun dalam 

pembinaan 

diantaranya 1. 

Ketwrbatasan 

waktu anata 

petugas badan 

penasehat, 

pembinaan 

pelestariaan 

perkawinan (BP4) 

dengan calon 

penganting 

sehingga 

memperlambat 

proses pembinaan 

yang akhirnya 

tidak memperoleh 

kusrus calon 

pengantin.  

2. Ketiak hadiran 

calon pengantin 

karena tidak 

diberikan izin oleh 

instansi dimana 

tempat ia bekerja 

Perbedaan 

dengan yang 

akan penulis 

peneliti 

adalah fokus 

bimbingan 

perkawinan 

ini di kantor 

Kementerian 

Agama Kota 

Pekanbaru 
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sehingga 

memperlamabta 

bahkan sampai 

menunda proses  

bimbingan dan 

pembinaan 

3.  

 

Fajri, Diah Ayu 

Pratiwi, Dendi 

Sutarto. 

2020 

(jurnal Trias 

politika,Vol4,No 

2) 

Efektifitas 

Bimbingan Pra 

Nikah 

Terhadap 

Angka 

Perceraian 

Kantor Urusan 

Agama 

Kecamatan Sei 

Beduk Kota 

Batam 

Penelitiaan ini 

membahas tentang 

bagaimana 

efektifitas program 

bimbingan 

pernikahan 

terhadap angka 

perceraian di KUA 

Kecamatan Sei 

Beduk yang 

mengharapkan 

pelaksanaan 

bimbingan 

pernikahan 

dilakuakan dapat 

menciptakan 

keluarga yang 

harmonis dan 

kebahgian lahir 

dan batin. 

Perbedaan 

dengan 

penulis yang 

akan diteliti 

yaitusejauh 

mana 

masayarakat 

tau tentang 

program 

bimbingan 

perkawinan 

pra nikah ini. 

4.  Ahmad Dauzi 

Pohan  

Implementasi 

Kebijakan 

Bimbingan 

Perkawinan 

Pranikah 

Dalam 

Mencegah 

Perceraian Di 

Kantor Urusan 

Agama 

Kecamatan 

Lubuk Pakam 

Kabupaten Deli 

Serdang  

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah melihat 

bagaimana 

implementasi 

kebijakan 

bimbingan 

perkawinan 

pranikah dalam 

mencegah 

perceraian. 

Perbedaan 

dengan 

peneliti yang 

akan penulis 

lakukan 

melihat 

bagaimana 

proes  

pelaksanana 

program 

bimbingan 

perkawinan 

pra nikah ini. 
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5.  Muhammad  

Lutfi Hakim 

2016 (jurnal Al-

adalah 

Vol.XIII,No.2) 

Kursus Pra-

Nikah : Konsep 

Implemenasi 

nya (studi 

Komparatif 

anatara Bp4 

Kua 

Kecamatan 

Pontianak 

Timur degan 

Gkkb Jemaat 

Pontianak) 

 Pada penelitian ini 

pembahasannya 

mengarah kepada 

Pelaksanaan kursus 

pra nikah diantara 

keduanya yang 

memliki perbedaan 

dan persamaan 

masing-masing, 

adapun perbedaaan 

nya lebih 

mengarah ke 

teknis, sedangkan 

persamaannya 

terletak pada 

tujuan yang 

diadakan yaitu 

memberi arahan, 

gambaran 

persiapan, 

bimbingan, dan 

konseling kepada 

calon pasangan 

suami-istri agar 

dapat membina 

rumah tangga yang 

sakina, mawaddah, 

dan waramah.   

Perbedaan 

dengan 

penelitian 

ynag akan 

penulis 

lakukan 

yaitu 

membahas 

tentang 

bagaimana 

pelaksanaan 

program 

bimbingan 

perkawinan 

pra nikah 

yang 

dilakukan di 

Kementerian 

Agama Kota 

Pekanbaru. 

 

 

 

 

 

2.6 Defenisi Konsep  

Defenisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadiaan, keadaan,kelompok atau individu yang 

menjadi pusat perhatian dalam sosial. Adapun batasan defenisi konsep sosial 

tersebut adalah: 

a. Implementasi Kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan yang dilakukan 

oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok 

yang dimaksud kan untuk mencapai suatu tujuan. 
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b. Kebijakan Publik Adalah keputusan yang dibuat negara, khususnya 

pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang 

bersangkutan. 

c.  Program Bimbingan Perkawinan Pranikah merupakan rancangan mengenai 

petunjuk dan tuntan tentang hakikat pernikahan bagi calon pengantin yang 

akan membangun rumah tangga. 

 

2.7 Konsep Operasional  

Tabel 2.2 

Indikator Penelitian 

Variabel Indikator Sub Indikator 

 Implementasi 

Program Bimbingan 

Perkawinan Pranikah 

Di Kantor 

Kementerian Agama 

Kota Pekanbaru  

(Menurut Edwards 

III,1984) 

 

1. Komunikasi, 

 

1. Transmisi  

2. Kejelasan  

3. Konsistensi 

2. Sumber Daya 

 

1. Staf  

2. Informasi  

3. Wewenang  

4. Fasilitas  

3. Disposisi 1. Pengangkatan Birokrat 

2. Insetntif 

4. Struktur 

Birokrasi 

1. Standart Operasional 

Prosedur (SOP) 

2. Fragmentasi 
Sumber: Agustino, L (2004) 
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2.8 Kerangaka Pemikiran  

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

3  

4  

 

 

Implementasi Kebijakan  

(Implementasi Program Bimbingan 

Perkawinan Pranikah) 

Menurut Edward III 

 

Komunikasi  

Terlaksana/Tidak 

 Implementasi Program Bimbingaan 

Perkawinan Pranikah di Kantor Kementerin 

Agama Kota Pekanbaru  

Sumberdaya  
Struktur 

Birokrasi  
Disposisi  

1. Transmisi  

2. Kejelasan  

3. Konsistensi  

 

1. Staf  

2. Informasi  

3. Wewwenang  

4. Fasilitas  

1. Pengangkatan 

Birokrat 

2. Insentif  

1. Standart 

Operasinal 

Prosedur 

(sop) 

2. Fragmentasi  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitan 

Dalam penulisan proposal ini peneliti melakukan penelitian dilaksanakan 

di Kantor Kementrian Agama Kota Pekanbaru Riau yang bertempat dijalan 

Rambutan No 1 Simpang Arifin Ahmad Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan mulai 

dari pengajuan judul sampai dengan penulisan yang dilakukan pada bulan Januari 

2021 hingga selesai. 

3.2 Jenis Penelitan  

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Kualitatif yang bersifat 

deskriptif. Menurut Creswell dalam (Semiawan, 2010:7) menyatakan bahwa 

penelitian deskriptif kualitatif merupakan penlitian yang dilakukan dengan 

menggunakan penelusuran atau pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami 

suatu gejala sentral. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menungkapkan informasi 

dalam bentuk kata maupun kalimat sehingga lebih menekankan pada masalah 

proses dan makna.  

3.3 Sumber Data  

Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil 

penelitian tersebut, maka dibutuhkan data yang pasti dan nyata dari objek 

penelitian. Dalam hal ini sumber data yang dipakai adalah:
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a. Data primer 

Meurut Hasan (2002:82) data primer adalah data yang diperoleh 

atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan 

penelitian atau yang bersangkutan yang melakukannya. Data primer 

dalam penelitian ini di peroleh melalui Observasi dan  wawancara secara 

mendalam. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. 

Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah 

diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, 

dan lain sebagainya (Hasan, 2002:58). Dalam penelitian ini data sekunder 

diperoleh dari hasil Dokumentasi terkait program bimbingan perkawinan 

pranikah yang ada pada kantor kementrian agama kota pekanbaru. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini tekniks pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti adalah : 

a. Observasi 

Menurut sugiyono(2009; 72) observasi adalah pengamatan dan 

pencatatan terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi yang dilakukan 

oleh peneliti adalah observasi langsung yang dilakukuan di Kantor 

Kementerian Agama Kota Pekanbaru pada saat pelaksanaan proses 

pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pranikah, dan untuk melihat 
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bagaimana proses dalam pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan 

Pranikah Di Kantor Kementrian Agama Kota Pekanbaru Riau. 

b. Wawancara 

Menurut sugiyono (2012), wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan masalah yang harus diteliti dan juga peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dan responden yang lebih mendalam dan jumlah 

responden yang sedikit. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur 

(peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan 

diperoleh) maupun tidak tersetruktur (peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap 

sebagai pengumpulan datanya) dan dapat dilakukan secara langsung (tatap 

muka) maupun secara tidak langsung (melalui media sosial atau telpon). 

Disini peniliti melakukan proses wawancara secara langsung (tatap muka) 

kepada semua informan yang terkait dalam proses pelaksanaan Program 

Bimbingan Perkawinan Pranikah. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu pegumpulan data melalui buku-buku ataupun 

literatur literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Kementerian 

Agama Kota Pekanbaru dan pada saat wawancara dilakukan olehpeneliti 

sendiri, ataupun buku-buku, serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan 

dengan judul penelitian ini. 
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3.5 Informan Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan 

keterangan tentang suatu fakta atau pendapat, sebagaimana dijelaskan menurut 

Arikunto(2004:145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh 

peneliti. Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan yang memahami 

informasi tentang bagaimana proses pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan 

Pranikah yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. 

Informasi yang dipilih juga memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan 

bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. 

Tabel 3.1 

Informan Penelitian 

 

No Subjek Penelitian Jumlah 

1 Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam 1 orang  

2 
Staf Penyelengara Program Bimbingan Perkawinan Pra 

Nikah 

2orang  

3 
Pemberi materi Pelaksanaan Program Bimbingan 

Perkawinan Pra Nikah 

2 orang  

4 
Calon pengantin (catin) yang mengikuti program 

bimbingan perkawinan pra nikah 

4 pasang  

Jumlah 17 orang  

 

3.5.1 Identitas Informan Penelitian  

Seperti yang telah peneliti paparkan pada bab 3, bahwa dalam penelitian 

ini informan penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive 

sampling, yakni suatu teknik pengambilan informan dengan penetapan sampel 

berdasarkan keriteria-kriteria tertentu disesuaikan dengan informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian. Adapun informan-informan yang peneliti tentukan, 

merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang 
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dibutuhkan dalam penelitian ini, karena mereka (informan) dalam kesehariannya 

senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang diteliti.  Dalam 

pelaksanaan peneliti di lapangan, tidak menutup kemungkinan peneliti juga 

menggunakan teknik Snowball sampling, yaitu jumlah informan akan bertambah 

sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Adapun informan yang bersedia untuk 

diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah 17 orang antara lain: 

Tabel 3.2 

Daftar Informan Pelaksana Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kantor 

Kementrian Agama Kota Pekanbaru  

 

No Nama Jabatan Kategori Informan 

1 

Drs. Marzai Kepala Seksi Bimbingan 

Masyarak at Islam 

 Kepala Seksi 

Bimbingan Masyarakat 

Islam 

2 

Harnita 

Zahtinur, S.Pd.I 

Ketua Penyelengara 

Program Bimbingan 

Perkawinan Pranikah 

Staf Penyelengara 

Program Bimbingan 

Perkawinan Pranikah 

3 

Rahman Anggota Penyelengara 

Program Bimbingan 

Perkawinan Pranikah 

Staf Penyelengara 

Program Bimbingan 

Perkawinan Pranikah 

Sumber data :olahan penelitian 2021 

 Pemilihan informan diatas adalah Kepala Seksi Dan Staf Bimbingan 

Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Pekanbaru, dan informan ini 

merupakan pelaksana dalam proses pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan 

Pranikah,dan menjadi informan penting dalam penelitian ini dan informan yang 

tepat untuk memperoleh banyak informasi tentang bagaimana Program 

Bimbingan Perkawinan Pranikah yang diadakan di Kantor Kementerian Agama 

Kota Pekanbaru ini. 
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Tabel 3.3 

Daftar Informan Fasilitator Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan 

Pranikah Di Kantor Kementrian Agama Kota Pekanbaru  

 

No Nama Jabatan Kategori Informan 

1.  Dr. Leny Marzal 

Mars  

Dinas Kesehatan  Fasilitator materi 

Pelaksanaan Program 

Bimbingan Perkawinan 

Pranikah 

2.  H. Abdul Wahid, 

S. Ag.,M.I.Kom 

Kepala tata usaha 

kementrian agama kota 

pekanbaru  

Fasilitator materi 

Pelaksanaan Program 

Bimbingan Perkawinan 

Pranikah 

Sumber data :olahan penelitian 2021 

1. Dr. Leny Marzal Mars merupakan fasilitator yang dipilih dalam 

memberikan materi tentang bagaimana menjaga kesehatan reproduksi. 

Informan tersebut dipilih karena menjadi salah satu faktor pendukung 

dalam menyampaikan materi dalam Pelaksanaan Program Bimbingan 

Perkawinan Pranikah.  

2. H. Abdul Wahid, S. Ag.,M.I.Kom merupakan fasilitaor yang dipilih dalam 

memberikan materi tentang bagaimana kehidupan dalam berumahtangga, 

dimana menurut peneliti memilih fasilitor ini sangat penting karena 

pemahaman tentang materi ini merupakan pemahaman yang paling utama 

diberikan agar calon pengatin (catin) dapat memahami bagaimana 

kehidupan berumahtangga untuk kehidupan setelah menikah nanti.  
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Tabel 3.4 

Daftar Informan Yang Telah Mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah Di 

Kantor Kementrian Agama Kota Pekanbaru 

 

No Nama Jabatan Kategori Informan 

1.  Ahmad Syidik Dan 

Rahma Yanti  

Masyarakat  Calon pengantin yang telah 

mengikuti Pelaksanaan 

Program Bimbingan 

Perkawinan Pranikah 

2.  Revi Evendi Dan 

Binti Nurhafi 

Masyarakat Calon pengantin yang telah 

mengikuti Pelaksanaan 

Program Bimbingan 

Perkawinan Pranikah 

3.  

 

Oky Berezky Dan 

Widya Putri  

Masyarakat Calon pengantin yang telah 

mengikuti Pelaksanaan 

Program Bimbingan 

Perkawinan Pranikah 

4.  Rico Susanto Dan 

Juwita Rahmi  

Masyarakat Calon pengantin yang telah 

mengikuti Pelaksanaan 

Program Bimbingan 

Perkawinan Pranikah 

5.  

 

Nasrullah Dan 

Rahmaini Eka Putri  

Masyarakat Calon pengantin yang telah 

mengikuti Pelaksanaan 

Program Bimbingan 

Perkawinan Pranikah 

Sumber data :olahan penelitian 2021 

 Pemilihan informan diatas adalah calon pengantin (catin) yang telah 

mengikuti Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kantor 

Kementerian Agama Kota Pekanbaru dimana informan tersebut dipilih oleh 

peneliti dikarena calon pengantin (catin) ini informan yang sangat penting bagi 

pelaksanaan program ini. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah bagian yang amat penting dalam metode ilmiah 

karena dengan adanya analisis data tersebut dapat berguna dalam memecahkan 

masalah penelitian (suharsimi, Arikunto, 2010:278). Analisis data merupakan 
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proses untuk mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan-ketentuan 

yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah didapatkan 

(Sugiyono 2014:60). Adapun tujuan dari analisis data adalah untuk 

mengendalikan data agar sistematis dan sesuai dengan perumusan masalah. 

Analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan cara Deskriptif Kualitatiif (menggambarkan dan memaparkan) 

Akuntabilitas kinerja yang ada pada dinas kebudayaan dan pariwisata kota 

pekanbaru.  

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data menurut 

Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014:246-252) yaitu:  

1. Reduksi Data  

Menurut Miles dan Huberman (1984) Reduksi data merupakan proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan 

sebagaimana kita ketahui, reduksi data berlangsung terus-menerus selama 

proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan suatu 

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

2. Penyajian Data  

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat deskriptif, dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari 

lapangan yang dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa adanya 
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rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. Hal tersebut 

dilakukan bertujuan agar penyajian data yang telah direduksi sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti telah berusaha 

menyajikan data yang tepat dan akurat sesuai dengan permasalahan dan 

keadaan yang terdapat pada obyek penelitian. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi  

Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian 

diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan 

pada penelitian. Maka barulah didapatkan kesimpulan yang sempurna yang 

sesuai dengan jenis dan permasalahan penelitian. Dari beberapa data yang 

diperoleh kemudian dikembangkan dengan kerangka pemikiran dan teori yang 

telah didapat agar kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak 

melenceng dari permasalahan. 



53 
 

 

BAB IV  

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN  

 

4.1 Deskripsi Umum Kota Pekanbaru  

4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru  

Kota Pekanbaru adalah ibu Kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota 

ini merupakan kota perdangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat 

pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi . Pekanbaru mempunyai satu 

bandar udara internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, dan 

terminal bus terminal antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, 

serta dua pelabuhan di Sungai Siak yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini 

kota Pekanbaru sedang berkembang pesat jadi kota dagang yang multietnik, 

Keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan 

bersama untuk di manfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.  

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat 

itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut  Batin. Daerah ini terus 

berkembang  menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah 

menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 

April Tahun 1689, telah diperbaharui sebuah  perjanjian antara Kerajaan Johor 

dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian  tersebut Belanda diberi hak 

yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa 

jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang 

saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. 
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Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan 

menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke 

Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung 

Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi 

perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman 

untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan 

kayu dan hasil hutan lainnya. 

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan 

penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi 

Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi 

silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan 

Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute 

Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah 

yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting. 

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. 

Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, 

beliau  membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut 

terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif 

membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian 

usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya  Raja Muda Muhammad Ali 

yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi 

pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang. 



55 
 

 

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan 

yang kemudian lebih popular disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 

Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan 

Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya 

yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. 

Sejak ditinggal oleh Sultan  Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, 

penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat 

Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan 

Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk 

Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan 

jalannya pemerintahan  berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar. 

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu 

mengalami perubahan: 

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 

19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut 

District. 

2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin  oleh 

seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru. 

3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer 

Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO. 

4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 

103,   Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota  
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5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten 

Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil. 

6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai 

Kota Kecil. 

7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja. 

8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 

Pekanbaru   menjadi Ibukota Propinsi Riau. 

9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru. 

10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya 

berubah menjadi Kota Pekanbaru. 

4.1.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru  

Pernyataan Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru 

Nomor 1 Tahun 2001, yaitu ”TERWUJUDNYA KOTA PEKANBARU 

SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA, PENDIDIKAN SERTA 

PUSAT KEBUDAYAAN MELAYU, MENUJU MASYARAKAT 

SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA.” 

Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 

dimaksud,  Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih periode 2017-2022, 

menetapkan Visi Antara untuk lima (5) tahun kepemimpinannya yaitu: 

“Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani”. Dalam rangka 

pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan 

permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang 
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dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah daerah 

Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, sebagai berikut : 

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Mandiri, 

Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi. 

2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup 

Masyarakat Berbudaya Melayu. 

3. Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur 

yang Baik. 

4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasiskan Ekonomi 

Kerakyatan dan Ekonomi Padat  Modal, pada Tiga Sektor Unggulan, 

yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE). 

5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) 

dan Ramah Lingkungan (Green City). 

4.1.3 Keadaan Geografis Kota Pekanbaru  

1. Letak dan Luas 

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 

0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut 

berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan 

bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 

September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² 

menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. 
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Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka 

ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km². 

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan 

meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya 

meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap 

penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk 

lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup 

luas, maka dibentuklan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru 

No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru 

dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa. 

2. Batas 

            Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota : 

 Sebelah Utara    :     Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar 

 Sebelah Selatan :     Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan 

 Sebelah Timur    :    Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan 

 Sebelah Barat    :     Kabupaten Kampar 

3. Sungai 

         Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat 

ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, 

Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, 

Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan 

lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman keKota serta dari daerah 

lainnya. Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu 
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udara maksimum berkisar antara 34,1º C - 35,6º C dan suhu minimum 

antara 20, 2ºC, 23,0ºC Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm/tahun dengan 

keadaan musim berkisar : 

 Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d 

Desember. 

 Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus Kelembapan 

maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46%, 

62%  

4. Jarak Ibukota 

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Propinsi Riau yang 

mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibukota Propinsi 

lainnya sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Tabel jarak lurus  

 

Pekanbaru 

 

 

 

 

 

Taluk Kuantan = 118 Km 

Rengat = 159 Km 

Tembilahan = 21.3,5 Km 

Kerinci = 33,5 Km 

Siak = 74,5 Km 

Bangkinang = 51 Km 

Pasir Pangaraian = 132,5 Km 

Bengkalis = 128 Km 

Bagan = 192,5 Km 

Dumai = 125 Km 

Sumber: Badan Sumber Statistika Kota Pekanbaru 2021 
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4.2 Deskripsi Umum Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru  

4.2.1 Sejarah Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

Pada awal berdirinya ada 3 (tiga) Kantor Perwakilan pemerintahan yang 

mengurusi bidang keagamaan di Kotamadya Pekanbaru yakni :  

1. Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Islam Kotamadya Pekanbaru dengan 

kepala kantor bernama M. Yahya yang beralamat di Jalan Jenderal 

Sudirman simpang Jalan Kartini Pekanbaru.  

2. Kantor Inspeksi Penerangan Agama Kotamadya Pekanbaru dengan kepala 

kantor H. Sawir Abdullah, BA yang beralamat di Jalan Diponegoro 

Pekanbaru.  

3. Kantor Inspeksi Urusan Agama Kotamadya Pekanbaru dengan kepala 

kantor Baharuddin Yusuf yang beralamat di Jalan Diponegoro Pekanbaru.  

Terbitnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, 

maka dari situlah Kantor Perwakilan Departemen Agama diseluruh wilayah 

Indonesia berubah nama menjadi Kantor Departemen Agama termasuk di kota 

Pekanbaru dan diikuti pula perubahan nama unit kerja menjadi Seksi Urusan 

Agama Islam, Seksi Penerangan Agama Islam, Seksi Pendidikan Agama Islam 

serta adanya penambahan unit kerja Seksi Perguruan Agama Islam dan Sub 

Bagian Tata Usaha yang menangani bidang administrasi dan kepegawaian. 

Berselang enam tahun kemudian terbitla Keputusan Menteri Agama RI Nomor 45 

Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. 

Terbitnya keputusan Menteri Agama yang baru ini membawa perubahan kembali 



61 
 

 

pada Kantor Departemen Agama karena adanya penambahan kembali satu unit 

kerja yaitu Penyelenggara Bimbingan Urusan Haji. 

Kantor Departemen Agama Kota Madya Pekanbaru pertama kali dijabat 

oleh Bapak Baharuddin Yusuf (1975-1976) dan beralamat di Jalan Jenderal 

Sudirman simpang Jalan Kartini Kartini (Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Pekanbaru Kota sekarang) selama lebih kurang 2 (dua) tahun.Pada 

tahun 1976 – 1982 Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru di Kepalai 

oleh Arsyad Yatim, BA, dengan 5 seksi:  

1. Seksi Pendidikan Agama Islam 

2. Seksi Perguruan Agama Islam  

3. Penerangan Agama Islam 

4. Urusan Agama Islam 

5. Penyelenggaraan Haji 

Selanjutnya pada tahun 1982 – 1987 Bakri K menjabat sebagai Kepala 

Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru dengan membuat Visi dan 

Misi Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru dan membentuk Koperasi di 

Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru.Kepala Kantor Departemen 

Agama Kotamadya Pekanbaru di lanjutkan oleh Mukhtar Awang, BA pada tahun 

1987 -1992 dan dilanjutkan oleh Drs. H. Ramli Khatib dengan masa periode 1992 

– 1998.  

Dimasa kepemimpinan Drs. H. Ramli Khatib, Kantor Depatemen Agama 

Kotamadya Pekanbaru terjadi perubahan diantaranya:  
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1. Kembalinya Urusan Haji ke Departemen Agama Kotamadya 

Pekanbaru  

2. Berobahnya nama Penyelenggara Haji menjadi Seksi Haji dan Umroh  

Tahun 1998 – 2003 Kantor Departemen Agama Kota Pekanbaru dipimpin 

oleh H. Azwar Aziz, M.Si. Pada pada tahun 2003 – 2006 dipimpin oleh Drs. H. 

Bilhaya Athar. Selanjutnya tahun 2006 – 2011 dipimpin oleh Drs. H. Tarmizi, 

MA.Pada masa kepemimpinan Drs. H. Tarmizi, MA Kantor Departemen Agama 

yang semula beralamat di jalan Jenderal Sudirman pindah ke gedung baru di jalan 

Arifin Achmad Simpang Rambutan No. 1. Kantor baru tersebut berdiri di atas 

tanah hak pakai milik Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dan diresmikan 

langsung oleh Bapak Walikota Pekanbaru H. Herman Abdullah, MM pada tanggal 

26 Juni 2008. 

Selanjutnya dipimpin oleh Drs. H. Edwar S. Umar, M.Ag pada tahun 2011 

sampai sekarang. Dimana terjadi perubahan struktur organisasi menjadi 7 (tujuh) 

Kepala Seksi/Penyelenggara sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 

13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Vertikal 

Kementerian Agama:  

1. Seksi Pendidikan Madrasah  

2. Seksi Pendidikan Agama Islam  

3. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh 

4. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam  

5. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren  

6. Penyelenggara Syariah  
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7. Penyelenggara Kristen  

Pada masa kepemimpinan Drs. H. Edwar S. Umar, M.Ag juga dilakukan 

pembagunan Mushalla Ibadurrahman yang pada tahun 2014 ditingkatkan menjadi 

mesjid dengan nama Mesjid Ikhlas Beramal. Kegiatankegiatan yang sangat 

bermanfaat sangat banyak dilakukan pada masa kepemimpinan Bapak Drs. Edwar 

S, Umar, M.Ag ini diantaranya, Pengumpulan Zakat Profesi setiap pegawai, 

Pemotongan Hewan Kurban pada Hari Raya Idul Adha dan Sholat Hari Raya di 

Lapangan Kantor Kementerian Agama Kota Berjamaah. 

 

4.8 Visi dan Misi Kantor Kementrian Agama Kota Pekanbaru 

1. Visi 

“Kementerian agama yang profesional dan andal dalam membangun 

masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan 

Indonesia maju yang  berdaulat,mandiri, dan keperibadian berdasarkan 

gotong-royong.” 

2. Misi 

a. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama 

b. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama 

c. Meningkatka layanan keagamaan yang adil,mudah dan merata 

d. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu 

e. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan 

f. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). 

 



4.3 Struktur Organisasi/Unit Kerja Tempat Praktek Kerja 

STRUKTUR ORGANISASI 

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU 

 

  

KEPALA 
Dr. H. A. KARIM, M.Pd. I 

 

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA 
H. Abdul Wahid, S. Ag., M.I.Kom 

 

KEPALA SEKSI 
PENDIDIKAN MADRASAH 

Dr.H.RIALIS,M.Pd 
 

KEPALA SEKSI PEND. 
DINIYAH DAN PONTREN 
Drs. H. EKA PURBA., M. 

I. Kom 

KEPALA SEKSI 
PENDIDIKAN AGAMA 

ISLAM 
HARYATI,SE.ME.Sy.Ak 

 

KASI BIMBINGAN 
MASYARAKAT ISLAM 

Drs. MARZAI 

PENYELENGGARA 
ZAKAT DAN WAKAF 

HARYATI,SE.ME.Sy.Ak 

 

PENYELENGGARA 
KRISTEN 
MUHAL 

SIMANUNGKALIT,S.PAK 

KASI 
PENYELENGGARAAN 

HAJI DAN UMRAH 
H.SUHARDI,HS.S.Ag.M.A 

 

KEPALA 

MADRASAH 

KEPALA KUA 

SUKAJADI 

(SYOFIAN) 

 

KEPALA KUA 

PEKANBARU 

KOTA (ZUL 

FAHRI. S. Ag) 

KEPALA KUA 

SAIL ( 

SABRANI,S.A

g) 

KEPALA KUA 

LIMA PULUH 

(AFRIZAL, S. 

Ag) 

KEPALA KUA 

SENAPELAN 

(WARMAN 

S.Ag) 

KEPALA KUA 

RUMBAI (Dr. 

TAUFIK., S. 

HI, M. Sy) 

KEPALA KUA 

BUKIT RAYA 

(RUSYDI, S. 

Ag) 

KEPALA KUA 

TAMPAN 

(HAIRULLAH, 

S. Th. I) 

KEPALA KUA 

MARPOYAN 

DAMAI 

(H.SUHARDI, 

MA) 

KEPALA KUA 

TENAYAN 

RAYA 

(NURDENI 

DAHRI, S.  

Ag) 

KEPALA KUA 

PAYUNG 

SEKAKI 

(HASBIRULL

AH, S. Th. I) 

KEPALA KUA 

RUMBAI 

PESISIR 

(FAHMI 

WAHYUDI) 

6
4
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4.5 Tugas Pokok dan Fungsi  

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru sesuai dengan Keputusan 

Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota, adalah merupakan instansi vertikal Kementerian Agama berada 

di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Riau. Oleh karena itulah maka tugas pokoknya 

adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah 

kabupaten/ Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi Riau dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada pun 

jenis pelayanan yang di laksanakan di Kementerian Agama Kota Pekanbaru Ada 

beberapa pelayanan yaitu: 

A. Bagian Tata Usaha  

 Tugas Pokok dan Fungsi: 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan 

teknis dan administrasi kepada seluruh Satuan Organisasi dan/atau Satuan 

Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Dalam 

melaksanakan tugasnya Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi 

Perencanaan di bidang kepegawaian, keuangan dan inventaris kekayaan 

Negara, organisasi dan tatalaksana, hukum dan hubungan masyarakat, 

kerukunan umat beragama, informasi keagamaan, administrasi 

perkantoran, dan kerumahtanggaan; 
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Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang kepegawaian, 

keuangan dan inventaris kekayaan negara, organisasi dan tatalaksana, 

hukum dan hubungan masyarakat, kerukunan umat beragama, informaasi 

keagamaan, administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan; Evaluasi dan 

pelaporan di bidang kepegawaian, keuangan dan inventaris kekayaan 

Negara, organisasi dan tatalaksana, hukum dan hubungan masyarakat, 

kerukunan umat beragama, informasi keagamaan, administrasi 

perkantoran, dan kerumahtanggaan serta koordinator penyelesaian tindak 

lanjut hasil pengawasan. 

B. Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah 

 Tugas Pokok dan Fungsi 

Bidang Urusan Agama Islam mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan dan bimbingan di bidang Urusan Agama Islam.Dalam 

melaksanakan tugasnya Bidang Urusan Agama Islam menyelenggarakan 

fungsi penjabaran dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang 

kepenghuluan, pengembangan keluarga sakinah, produk halal, ibadah 

sosial, dan pengembangan kemitraan umat Islam, serta penyiapan bahan 

pelayanan dan bimbingan di bidang urusan agama Islam. 

C. Bidang Pendidikan Madrasah 

 Tugas Pokok dan Fungsi 

Bidang Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan pendidikan pada 

madrasah dan pada pendidikan agama Islam pada sekolah umum dan 
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sekolah luar biasa. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Mapenda 

menyelenggarakan fungsi penjabaran kebijaksanaan teknis di bidang 

kurikulum, ketenagaan dan kesiswaan, sarana, kelembagaan dan 

ketatalaksanaan serta supervisi dan evaluasi pendidikan pada madrasah, 

dan pendidikan Agama Islam pada sekolah umum serta sekolah luar biasa, 

serta penyiapan bahan-bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan di 

bidang penyelenggaraan pendidikan pada madrasah aliyah, dan pendidikan 

agama Islam pada sekolah umum menengah tingkat atas serta sekolah luar 

biasa. 

D. Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf 

 Tugas Pokok dan Fungsi 

Bidang Penais Zakat dan Wakaf mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan pendidikan agama 

Islam pada masyarakat dan pemberdayaan Mesjid.Dalam melaksanakan 

tugasnya Bidang Penamas menyelenggarakan fungsi penjabaran dan 

pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan Al-quran dan 

Musabaqah Tilawatil Quran, penyuluhan dan lembaga dakwah, Siaran dan 

Tamaddun, Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam, serta Pemberdayaan 

Masjid; serta penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan dan bimbingan 

di bidang pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan 

Mesjid. 
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E. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

 Tugas Pokok dan Fungsi 

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan haji 

dan umrah.Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penyelenggaraan Haji 

dan Umrah menyelenggarakan fungsi penjabaran dan pelaksanaan 

kebijaksanaan teknis di bidang penyuluhan, bimbingan jemaah dan 

petugas, perjalanan dan sarana, dan penyiapan bahan pelayanan dan 

bimbingan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah. 

F. Bidang Pendidikan Madrasah 

 Tugas Pokok dan Fungsi 

Bidang Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan pendidikan pada 

madrasah dan pada pendidikan agama Islam pada sekolah umum dan 

sekolah luar biasa.Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Mapenda 

menyelenggarakan fungsi penjabaran kebijaksanaan teknis di bidang 

kurikulum, ketenagaan dan kesiswaan, sarana, kelembagaan dan 

ketatalaksanaan serta supervisi dan evaluasi pendidikan pada madrasah, 

dan pendidikan Agama Islam pada sekolah umum serta sekolah luar biasa, 

serta penyiapan bahan-bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan di 

bidang penyelenggaraan pendidikan pada madrasah aliyah, dan pendidikan 

agama Islam pada sekolah umum menengah tingkat atas serta sekolah luar 

biasa. 
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G. Penyelenggara  Kristen  

 Tugas pokok dan Fungsi  

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, pada Bab X, pasal 

602 disebutkan bahwa Bimbingan Masyarakat Kristen Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Riau, mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan 

bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang urusan dan pendidikan agama 

Kristen. 

 

4.6 Capaian Program 

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru sebagaimana telah disebutkan 

di atas, telah menetapkan program-program prioritasnya dan telah dapat mencapai 

hasil-hasil yang diharapkan dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota 

Pekanbaru. Capaian Program tersebut antara lain adalah:  

 Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara Kementerian Agama Kota 

Pekanbaru dengan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Peningkatan 

koordinasi dan kerjasama ini dibuat dalam bentuk mensinergikan Visi dan 

Misi Kantor Departemen Agama Kota Pekanbaru dengan Visi Pemerintah 

Kota Pekanbaru. Visi Kandepag Kota Pekanbaru adalah dalam rangka 

untuk mempercepat pencapaian visi Pemerintah Kota Pekanbaru. Untuk 

itu Kankemenag Kota Pekanbaru mengerahkan segala potensi yang ada di 

Kota Pekanbaru untuk mencapai Visi Kota Pekanbaru, antara lain adalah 

dengan menggerakkan organisasi sosial keagamaan yang ada di Kota 
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Pekanbaru serta para pemuka, tokoh dan pimpinannya untuk bekerja sama 

menggalang kekuatan untuk mempercepat pencapaian visi Kota 

Pekanbaru. 

 Menetapkan adanya standarisasi pelayanan publik khususnya di bidang 

pelayanan haji, sehingga dengan demikian masyarakat yang membutuhkan 

pelayanan masalah haji, akan mendapatkan pelayanan yang memuaskan. 

 Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan di Kota 

Pekanbaru sehingga Kota Pekanbaru menjadi baro meter tentang sekolah 

agama dan keagamaan. Di Kota Pekanbaru terdapat madrasah-madrasah 

yang berprestasi seperti siswa MTsN Pekanbaru yang berhasil menjadi 

juara pertama tingkat provinsi di bidang sains/matematika. Selain itu Siswi 

MAN 2 Pekanbaru menjadi salah satu dari dua orang utusan Indonesia 

mengikuti study pendek bahasa Jerman ke Jerman. Siswa MTs Darul 

Hikmah Pekanbaru menjadi salah seorang wakil Indonesia mengikuti 

Pendidikan Bahasa Inggris ke Jerman dan lain sebagainya. Menciptakan 

Kerukunan Hidup Ummat beragama yang harmonis dan dinamis di antara 

ummat beragama, sehingga ummat beragama dapat hidup berdampingan 

antara satu sama yang lain dalam suasana kebersamaan dan persaudaraan 

sebangsa dan setanah air. Di Kota Pekanbaru, Ummat beragama hidup 

dalam kerukunan dan rukun dalam kehidupan. 

 

4.7 Wilayah 

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Provinsi Riau, saat ini 

memiliki 12 Kecamatan, dengan demikian maka terdapat 12 Kepala Kantor 
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Urusan Agama (KUA) Kecamatan. KUA Kecamatan tersebut adalah KUA 

Pekanbaru Kota, Sail, Senapelan, Lima Puluh, Sukajadi, Tampan, Bukit Raya, 

Rumbai, Rumbai Pesisir, Tenayan Raya, Marpoyan Damai dan Payung 

Sekaki.Selain itu di Kota Pekanbaru terdapat terdapat 8 Madrasah Negeri, 75 

Madrasah Swasta dan terakreditasi sebanyak 38 madrasah. Adapun rincian nya, 

RA swasta 31 buah, 3 MIN, 12 MIS, 3 MTsN, 21 MTsS, 2 MAN dan 11 MAS.



 

BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1  Kesimpulan  

  Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti  

tentang Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Dikantor 

Kementerian Agama Dikantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dapat 

disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program ini dapat dikatakan sudah efektif. 

Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator-indikator implementasi kebijakan 

menurut Edwards III  dimana berhasilnya suatu kebijakan/program dapat dilihat 

dari komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi sebagai indikator 

keberhasilannya.   

Dari semua indikator yang diberikan  Kementerian Agama Kota 

Pekanbaru dalam Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah ini 

sudah sesuai dengan ketentuan yang telah dilaksankaan sesuai dengan putusan 

yang telah ditetapkan dan dijalan kan dengan baik, serta proses pelaksanannya 

sarana prasarana serta sudah memenuhi sesuai dengan anggaran yang telah 

ditetapkan dari DIPA Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, tetapi dalam 

pelaksanaan program bimbingan perkawinan pranikah ini komunikasi yang 

diberikan kantor kementerian agama kota pekanbaru masi dapat dikatakan kurang, 

masyarakat hanya mengetahui program pelaksanaan bimbingan perkawinan 

pranikah ini ketika mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama tempeat mereka 

ingin menikah, dengan begitu komunikasi yang disampaikan kepada calon 

k2
Typewritten text
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pengantin belum efektif sehingga membuat minimnya pengetahuan calon 

pengantin (catin) terhadap program bimbingan perkawinanan ini.  

Dalam proses pelaksanaan program bimbingan perkawinan pranikah ini 

adanya kendala yang ditemui, dimana pelaksanaan program bimbingan 

perkawinan prankiah  ini dilakukan dihari jam kerja kantor Kementerian Agama 

Kota Pekanbaru, dan dimana waktu pelaksanaanya memakan waktu sampai dua 

hari membuat calon   pengantin (catin) yang bekerja susah untuk mengatur waktu 

cuti untuk mengikuti program bimbingan perkawinan pranikah di kantor 

kementerian agama kota pekanbaru. Sehingga sebagian dari calon pengantin 

(catin) lebih memilih untuk melaksanakan program perkawinan pranikah ini luar 

kantor kementerian agama seperti di BP4 Provinsi maupun BP4 Kota.    

  Dari pelaksanan program bimbingan perkawinan pranikah ini dapat 

menunjukkan bahwa dengan adanya perogram ini sangat membantu pasangan 

calon pengantin (catin) dalam mempersiap kan kehidupan berumah tangga. 

Dengan diadakannya Program Bimbingan Perkawinan Pranikah ini angka 

perceraian yang ada di Indonesia khusunya di Kota Pekanbaru, dan dapat 

disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan pranikah ini sangat penting  bagi 

setiatp individu yang ingin menikah.  

 

6.2 Saran  

 Berdasarkan kesimpulan  yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, 

makapeneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan 

dan pertimbangan agar pelaksanaan program bimbingan perkawinan pranikah ini 

terus berjalan dengan efektif. Adapun saran-saran tersebut yaitu: 
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1. Untuk instansi yang terkait Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, seksi 

Bimbingan Masyarakat Islam, dalam hal proses Pelaksanaan Bimbingan 

Perkawinan Pranikah agar mempertahankan terkait sosialisasi yang dberikan 

kepada calon pengantin (catin) agar lebih menyebar luaskan program 

bimbingan pranikah ini tidak hanya melalui web saja tetapi melalui media 

sosial yang dimana pada zaman sekarang sebgaian masyarkat kurang meminati 

dalam hal berbentuk Web. Sehingga dengan begitu bukan hanya masyarakat 

yang akan menikah saja yang mengetahui adanya bimbingan perkawinan tetapi 

masyarakat yang belum menikah pun sudah mengetahui, dengan begitu 

kefektifan program bimbingan perkawinan pranikah ini, agar program ini tetap 

berjalan dengan baik. 

2. Untuk fasilitator baik dari Kementerian Agama Kota Pekanbaru maupun pihak 

luar yang berkejasama tentang pelaksanaan Program Bimbingan Pekawinan 

Pranikah diharapkan untuk lebih mengarahkan calon pengantin (catin) agar 

aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan, dan calon pengantin (catin)  

diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara Pelaksanan Bimbingan 

Perkawinan Pranikah agar materi-materi yang disampai kan dapat di pahami 

dengan baik dan dapat diaplikasikan kedalam kehidupan berumahtangga.
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Tabel Transkip Wawancara 

 Implementasi Program bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kantor Kementerian 

Agama Kota Pekanbaru  

No Fenomena  Indikator  Sub Indikator  Pertanyaan  Informan  

 Imlementasi  

Program 

Bimbingan 

Perkawinan 

Pranikah di 

Kantor 

Kementerian 

Agama Kota 

Pekanbaru  

1. Komunikasi  

 

 

 

1. Transmisi  

2. Kejelasan  

3. Konsitensi  

 

1. Bagaimana 

bentuk 

berkerjasama 

yang 

dilakukan oleh 

Kementerian, 

dalam 

melaksanakan 

Program 

Bimbingan 

Perkawinan 

Pranikah ini? 

2. Bagaimana 

proses 

pelaksanaan 

Bimbingan 

Perkawinan 

Pranikah di 

Kantor 

Kementerian 

Agama Kota 

Pekanbaru? 

3. Bagaimana 

cara 

Kementerian 

Agama dalam 

mensosialisasi

kan Program 

Bimbingan 

Perkawinan 

Pranikah ,dan 

apakah ada  

hambatan 

ketika 

mensosialisasi

kan program 

tersebet? 

 

1. Kepala 

Seksi 

Bimbingan 

Masyarakat 

Islam  

2. Staf 

Penyelengg

ara Program 

Bimbingan 

Perkawinan 

Pranikah  

3. Fasilitaor 

Pelaksanaan 

Program 

Bimbingan 

Perkawinan 

Pranikah 

1. Bagaimana 

proses 

pelaksanaan 

1. Calon 

pengantin 

(catin 



 

 

program 

bimbingan 

perkawinan 

pranikah yang 

diadakan 

Kementeian 

Agama? 

2. Selama proses 

pelaksanaan 

Bimbingan 

Perkawinan 

Pranikah 

apakah calon 

pengantin 

(catin)materi 

yang 

disampaikan 

oleh 

fasilitator?  

3. Bagaimana 

anda 

mengetahui 

adanya 

program 

Bimbingan 

perkawinan 

pranikah ini? 

 

 

2. Sumberdaya 

 

 

 

1. Sumberdaya 

Manusia  

2. Sumberdaya 

Finansial  

1. Apakah 

sarana dan 

prasarana 

terkkait 

program 

bimbingan 

perkawinan 

pranikah 

sudah sudah 

memadai? 

2. Bagaimana 

realisasi 

anggaran yang 

digunakan 

salam 

pelaksanaan 

program 

1. Kepala 

Seksi 

Bimbingan 

Masyarakat 

Islam  

2. Staf 

Penyelengg

ara Program 

Bimbingan 

Perkawinan 

Pranikah  

3. Fasilitar 

pelaksanaan 

program 

bimbingan 

perkawinan 

pranikah 



 

 

bimbingan 

perkawinan 

pranikah ? 

3. Apakah 

anggaran 

tersebut sudah 

memcukupi 

kebutuhan 

dalam 

pelaksanaan 

program 

bimbingan 

pekawinan 

pranikah  ini? 

3. Disposisi  

 

 

1. Pengangkatan 

Birokrat  

2. Insentif  

1. Bagaimana 

pendapat 

bapak/ ibu 

dengan 

adanya 

program 

bimbingan 

perkawinan 

pranikah ini? 

2. Apakah ada 

hal insentif 

yang 

membuat 

pegawai 

sangat 

antusias 

dalam 

pelaksanaan 

program 

bimbingan 

perkawinan 

pranikah ini? 

1. Kepala 

Kasi 

Bimbinga

n 

Masyarak

at Islam  

2. Staf 

Penyeleng

gara 

Program 

Bimbinga

n 

Perkawina

n Pranikah  

3. Fasilitator 

Pelaksana 

Bimbinga

n 

Perkawina

n Pranikah  

4. Calon 

Pengantin 

yang telah 

mengikuti 

Program 

Bimbinga

n 

Perkawina

n Pranikah  

4. Struktur 

Birokrasi  

1. Standart 

Operasional 

Prosedur 

1. Apakah ada 

standart 

operasional 

1. Kepala 

Seksi 

Bimbinga



 

 

(SOP) 

2. Fregmentasi  

prosedur 

(Sop) khusus 

yang 

digunakan 

bimbingangan 

masyarakat 

islam dalam 

pelayanan 

serta 

pelaksanaan 

dalam 

program 

bimbingan 

perkawinan 

pranikah ini? 

2. Bagaimana 

cara 

pembagian 

tugas dalam 

pelaksanaan 

program 

bimbingan 

perkawinan 

pranikah ? 

3. Bagaimana 

hasil dengan 

adanya 

program 

bimbingan 

perkawinan 

pranikah ini, 

apakah sudah 

tepat sesuai 

dengan tujuan 

utama 

dibuatnya 

kebijakan ini? 

4. Bagaimana 

dengan 

pembagian 

tanggungjawa

b dalam 

pelaksanaan 

program 

bimbingan 

perkawinan 

n 

Masyarak

at Islam  

2. Staf 

penyeleng

gara 

program 

bimbingan 

perkawina

n pranikah  

3. Fasilitator 

Pelaksana 

Program 

Bimbinga

n 

Perkawina

n Pranikah  



 

 

pranikah di 

Kantor  

Kemeterian 

Agama Kota 

Pekanbaru 

ini? 
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